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ABSTRAK 

 

PPAT sebagai seorang pejabat umum dalam pelaksanaan jabatannya untuk 

membuat akta otentik harus memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan agar 

tercipta kepastian hukum di dalam masyarakat. Ada banyak kewajiban-kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh PPAT dalam pembuatan akta, salah satunya adalah 

kewajiban menghadirkan saksi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 22 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Ketentuan Pasal 22 Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 mengatur agar dalam pembuatan akta PPAT 

dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi. Akan tetapi di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tersebut tidak mengatur akibat hukum apa 

yang timbul jika dalam pembuatannya akta tidak dihadiri saksi sebagaimana yang 

ditentukan. 

Permasalahan yang diangkat adalah apa akibat hukum dari kurangnya 

saksi pada saat pembuatan akta tanah terhadap akta yang dibuat oleh PPAT, dan 

apa pertanggungjawaban PPAT terhadap akta tanah yang dibuatnya apabila 

pembuatannya dihadiri kurang dari dua orang saksi. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), 

dan studi kasus (Case Study). 

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) Kurangnya saksi 

pada saat pembuatan akta tanah dapat membawa akibat hukum terhadap akta yang 

dibuat oleh PPAT, yaitu dapat berakibat akta hanya mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan. (2) Dalam hal akta tanah yang dibuat 

oleh PPAT dihadiri saksi kurang dari yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan, maka PPAT memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab 

hukum. 

 

Kata Kunci : PPAT, Akta Tanah, Kewajiban, Saksi, Pertanggungjawaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS GHINA KARTIKA A., S.H.KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT...



 viii 

ABSTRACT 

 

As the implementation of its profession as a public officer authorized to 

issue authentic deeds, Land Registration Officer (LRO, Indonesian: Petugas 

Pembuat Akta Tanah/PPAT) should consider regulations in order to assure legal 

certainty for the society. There are stipulations shall be fulfilled by a LRO in 

issuing land deeds. One of these stipulations is that a LRO is required to present 

witnesses during the formulation of deeds as regulated by Article 22 of 

Government Regulation Number 37 Year 1998. Article 22 of Government 

Regulation Number 37 Year 1998 stated at least two persons should attend the 

formulation of LRO deeds as witnesses. However, the regulation does not specify 

legal consequence in case of a Land Registration Officer fails to present two 

witnesses during the formulation of LRO deeds. 

The issues discussed in this study are legal consequences of absence of the 

two witnesses and how a LRO is responsible for the deed he/she made when 

he/she fails to present two witnesses during the formulation of the deed. 

In order to analyze these issues, the writer applied statute approach, 

conceptual approach, and case study approach. 

The findings of this study lead to several conclusions. First, the consequence 

of witness absence during LRO deed formulation is that the deed issued by LRO 

only has proving strength as underhand title. Second, since the stipulation to 

present two witnesses during the formulation of LRO deed has been stated on the 

regulation, it is LRO moral and legal responsibilities to present the two witnesses. 

 

Keywords : LRO, Land Deed, Stipulation, Witness, Responsibilities. 
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